
PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN P 

Menimbang : 

Mengingat 

WALI KOTA BAUBA 
PROVINSI SULAWESI TEI 

PERATURAN WALI KOTA 

NOMOR : ZFQ ‘TAHUN; 

TENTANG 

KOTA BAUBAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN| 

INGAN PEMERINTAH DAERAH 

MAHA ESA 

WALI KOTA BAUBA 

bahwa pangan merupakan ke 
paling utama dan sebagai kom 
sumber daya manusia yang berk 

. bahwa untuk melaksanakan 
ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Ketahanan Pangan dan Gizi, d 

pangan yang cukup, aman, 
berkelanjutan di Kota Baul 
pengelolaan dan penyaluran cfl 

bahwa berdasarkan pertimbag 
huruf a dan huruf b, perlu 
tentang Pengadaan dan 
Pemerintah Daerah Kota Baub: 

Undang-Undang Nomor 13 Ta 
Kota Bau-Bau (Lembaran Ne 
2001 Nomor 93, Tambaha 

Indonesia Nomor 4120); 

Undang-Undang Nomor 18 
{Lembaran Negara Republik In 

s 

butuhan dasar manusia yang 
ponen dasar untuk mewujudkan 

alitas; 

etentuan Pasal 18 ayat (1) dan 

Nomor 17 Tahun 2015 tentang 
untuk menjamin ketersediaan 

merata dan terjangkau serta 
au perlu adanya pengadaan, 

dangan pangan; 

ngan sebagaimana dimaksud 
enetapkan Peraturan Wali Kota 
enyaluran Cadangan Pangan 

un 2001 tentang Pembentukan 
a Republik Indonesia Tahun 
Lembaran Negara Republik 

fahun 2012 tentang Pangan 

onesia Tahun 2012 Nomor 227, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 
sebagaimana telah diubah fi 
Undang-Undang Nomor 6 Ta 
Peraturan Pemerintah Pengga 
Tahun 2022 tentang Cipta 
(Lembaran Negara Republik I 

Tambahan Lembaran Negara 

Undang-Undang Nomor 23 Tal 
Daerah (Lembaran Negara 
Nomor 244, Tambahan Lemb 

Nomeor 5587); sebagaimana tel: 
dengan Undang-Undang Nom 
Penetapan Peraturan Pemeri 
Nomor 2 Tahun 2022 tentan 
Undang (Lembaran Negara 

berapa kali, terakhir dengan 
un 2023 tentang Penetapan 
ti Undang-Undang Nomor 2 

Kerja Menjadi Undang-Undang 
honesia Tahun 2023 Nomor 41, ~ 

g publik Indonesia Nomor 6856); 

un 2014 tentang Pemerintahan 
publik Indonesia Tahun 2014 
ran Negara Republik Indonesia 
h diubah beberapa kali, terakhir 
r Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
tah Pengganti Undang-Undang 
Cipta Kerja Menjadi Undang- 

epublik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 



Menetapkan 

Ketahanan Pangan dan G i {Lembaran Negara Republik 
4, Peraturan Pemerintah No?or 17 Tahun 2015 tentang 

Indonesia Tahun 2015 Nomo: 60, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5680); 

Pembentukan dan Susunan 
Peraturan Daerah Kota Baubgu Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah Kota Baubau 
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); 

sebagaimana telah diubah 
Baubau Nomor 2 Tahun 
Peraturan Daerah Kota Baubg 
Pembentukan dan Susunan 
{Lembaran Daerah Kota Baubg 

MEMUTUSKAN|: 

PERATURAN WALI KOTA 
PENYALURAN CADANGAN 
KOTA BAUBAU. 

BAB 1 

engan Peraturan Daerah Kota 
D021 tentang Perubahan Atas 
u Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah Kota Baubau 
u Tahun 2021 Nomor 2). 

TENTANG PENGADAAN DAN 
PANGAN PEMERINTAH DAERAH 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota in: 

1. Daerah adalah Kota Bauba 

2. Pemerintah Daerah ada 
penyelenggara 
pelaksanaan  urusan 
kewenangan daerah otono 

. Wali Kota adalah Wali Kot4 

. Perangkat Daerah adalah 
Dewan Perwakilan Rakya] 

Urusan Pemerintahan yan; 

. Dinas adalah Dinas Pert: 
Baubau. 

. Kepala Dinas adalah Kepal: 

Pangan Kota Baubau. 

. Pangan adalah segala se# 
hayati  produk pertan'i 
perikanan, peternakan pe 
maupun tidak diolah yan; 
atau minuman bagi kons 
tambahan pangan, bahan 
yang digunakan dalam 

dan/atau pembuatan maka| 

. Cadangan Pangan adalah 

, yang dimaksud dengan: 

h. 

13h Wali Kota sebagai unsur 
Pemerintah Daerah 

pemerintahan 
memimpin 

menjadi 
yang 

yang 

Baubau. 

unsur pembantu Wali Kota dan 
Daerah dalam penyelenggaraan 
menjadi kewenangan Daerah. 

ian dan Ketahanan Pangan Kota 

i Dinas Pertanian dan Ketahanan 

uatu yang berasal dari sumber 
an, perkebunan, kehutanan, 
airan dan air, baik yang diolah 
diperuntukkan sebagai makanan 
himsi manusia, termasuk bahan 
paku pangan, dan bahan lainnya 
iproses penyiapan, pengolahan, 
nan atau minuman. 

Persediaan bahan pangan pokok 
yang disimpan oleh Pemerintah dan Masyarakat yang dapat 
dimobilisasi secara cepg 

2 

t untuk Kkeperluan konsumsi 



10. 

11. 

12, 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

(1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pg 

. Cadangan Pangan Peme 'w 

ataupun menghadapi 
terjadinya gejolak harga. 

| 

keadaan de‘}rurat dan antisipasi 

tah Dae]l"ah adalah persediaan 

pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai 

makanan utama sehari-h: 
daya dan kearifan lokal. 

Pangan Pokok Tertentu 

i sesuai dengan potensi sumber 

adalah Pangan Pokok yang 
diproduksi dan dikonsumsi| oleh sebagian besar masyarakat 
Indonesia yang apabila ke 

dapat memengaruhi stabi 
gejolak sosial di masyar: 

Keadaan Darurat adalah 
mengancam kehidupan 508 

tindakan cepat dan tepat di 

Bencana adalah peristiwa 
rangkaian peristiwa yanI 
kehidupan dan penghidup: 
baik oleh faktor alam d. 
faktor manusia sehingga 
jiwa manusia, kerus: 

benda, dan dampak psikolog 

Rawan Pangan adalah ko 

rsediaan dan harganya terganggu 

tas ekonomi dan menimbulkan 

¢adaan kritis tidak menentu yang 
lal masyarakat yang memeriukan 

luar prosedur biasa. 

atau rangkaian peristiwa atau 
mengancam dan mengganggu 

an masyarakat yang disebabkan 
ni/atau faktor non alam maupun 
d1engakibatkan timbulnya korban 

lingkungan, 

gis. 
kerugaian harta 

ndisi suatu daerah, masyarakat 
atau rumah tangga yang tify gkat ketersediaan dan keamanan 
pangannya tidak cuki 
kebutuhan fisiologis bagi 
masyarakat. 

Kerawanan Pangan Pasc 

pangan sebagai akibat d: 
dan tidak dapat segera dia 

Rawan Pangan Transien a 
disebabkan oleh kondisi 
berbagai musibah, bencan 
menyimpang dan keadaan 

Gejolak Harga Pangan g 
tertentu yang bersifat poke 
lebih dari 25% (dua puluh 

BAB I 

MAKSUD DAN TUJ 

Pasal 2 

untuk memenuhi standar 
pertumbuhan dan kesehatan 

a Bencana adalah Kkerawanan 
i bencana yang berdampak luas 

asi. 

alah keadaan Rawan Pangan yang 
yang tidak terduga, antara lain 
a alam, kerusuhan, musim yang 

ain yang bersifat mendadak. 

dalah kenaikan harga pangan 
k di tingkat pasar yang mencapai 
ma persen) harga normal. 

imerintah Daerah dimaksudkan 
untuk mendukung penyediaan Cadangaj 
merfanggulangi: 

a. k(lekura.ngan Pangan; 

b. Gejolak Harga Pangan; 

c. Bencana Alam; dan/atau 

d. Keadaan Darurat. 

Pangan Pokok di Daerah dalam 



(2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Peme 

(1) J erus Pangan Pokok yang ditetapkan seba 

2 

@) 

8y 

2 

3) 

a. menmgkatka.n penyediaan Cadangan 

panga.u yang stabil; 

b. 
Darurat dan Kerawanan Pangan Pascal 

sebagal instrumen stabilisasi 
goncangan harga pasar; 

.nieningkatkan akses pangan Kelom 
Transien, khususnya pada wilayah 
darurat karena bencana maupun mg 

karena kemiskinan; 

L Péningkatan gizi masyarakat; dan 

menganns1pas1 potensi penurunan 

pengolahan, penukaran bantuan dan/ 

BAB 111 

JENIS CADANGAN B 

Pasal 3 

| 

Daerah adalah beras. 

Dalam kondisi tertentu Daerah dapat 

sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Da 

a. produksi pangan pokok tertentu di Da 

b. kebutuhan untuk penanggulangan Kea 

c. kerawanan pangan di Daerah. 

har; 

rintah Dae;rah bertujuan : 

Hangan uqtuk menjamin pasokan 

memenuhx kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan 

Bencana; 

pa Kkhususnya mengantisipasi 

pok masyarakat Rawan Pangan 
erisolir dan/atau dalam kondisi 
isyarakat Rawan Pangan Kronis 

mutu/kualitas Cadangan Pangan 
yang dilakukan dengan pelepasan Cagangan Pangan melalui penjualan, 

4 tau penghapusan. 

ANGAN 

gai Cadangan Pangan Pemerintah 

menetapkan bahan Pangan lain 
erah dengan mempertimbangkan: 

rah; 

daan Darurat;dan/atau 

Cada.ngan Pangan Pemerintah Daera]'h berupa bahan Pangan lain 
sebaga:mana dimaksud pada ayat (2) d 
Kota 

BAB IV 
. PENYELENGGARAAAN CAD. 
] 

i 
| Pasal 4 

tetapkan dengan Keputusan Wali 

INGAN PANGAN 

Penyelenggaraan Cadangan Pangan PcmFrintah Daerah dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pangan. 

Dalam rangka menunjang kelancaran p 
Pemerintah Daerah dapat membent: 

nyelenggaraan Cadangan Pangan 
k Tim Pelaksana Pengelolaan 

Cadangan Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemé 

a. pengadaan; 

b. pengelolaan;dan 

c. penyaluran. 

Tintah Daerah meliputi: 



| . ‘ 

) 

(4) Dalam penyelenggaraan Cadangan |(Pangan [ Pemerintah  Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat bekerja sama dengan 
Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha'Milik Daerah di bidang 

Pangan. 

BABV 
' PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH 

i Bagian Kesatu 
| Perencanaan 

| 
. Pasal 5 

(1) Walii Kota menetapkan rencana jenis da.f jumlah Pangan Pokok Tertentu 

sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daé rah. 

(2) Dalam menetapkan rencana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Wali Kota 
mempertimbangkan: 

a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah; 

b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat;dan/atau 

¢. kerawanan Pangan di wilayah Daerah. 

(3) Pen%tapan jenis dan jumlah Pangan| Pokok Tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan: 

a. ke:butuha.n konsumsi masyarakat di Dzllerah;dan 

b. pétensi sumber daya Daerah. 

Bagian Kedua 
Perhitungan Cadadgan Pangan 

Pasal 6 

(1) Perh%tunga.n jumlah Cadangan Pangan Hemerintah Daerah berupa Beras 

didasarkan pada kriteria: 

a. jumlah penduduk; 

b. konsumsi Beras per kapita per tahun;dan 

c. proporsi terhadap Cadangan Beras nasional. 

(2) Perhitungan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Beras 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Per}iitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa bahan pangan 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan Wali Kota 
dengan memperhatikan kemampuan keugngan Daerah. 

(4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali 

Kota menetapkan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa 
Beras dengan Keputusan Wali Kota. 

(5) Dalam hal kemampuan keuangan Daergh belum bisa memenuhi jumlah 
seba;gaj.mma dimaksud pada ayat (4), [pengalokasian Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap. 



Bagian Ketlg! 

Pengadaan Cadangax 

Pasal 7 

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pem 
berdasarkan ketentuan peraturan peru 

(2) Peng‘adaan Cadangan Pangan Beras daq 

harga yang berlaku di pasaran berdasar, 
barang memenuhi standar yang akan d 

Kotdl. 

BAB VI 
PENGELOLAAN CADANGAN PANGA 

! Bagian Kesatl 

' Penyimpanan dan Pelepasan; 

Pasal 8 

(1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dis| 
oleh, Kepala Dinas. 

2) Cada.nga.n Pangan Pemerintah Daerah ys 
s1mpan dan/atau berpotensi atau m 
dflakukan pelepasan. 

(3) Pelepasa.n Cadangan Pangan sebagm 

dilakukan melalui penjualan, dimana pn 
Kepala Dinas. 

Of 

Bagian Ked: 
Sisa Cadangan R 

Pasal 9 

1 Pangan 

rintah Daerah dilaksanakan 
ndang-undangan. 

bahan pangan lainnya mengacu 
tan survei harga dengan kualitas 
tetapkan dalam Keputusan Wali 

N PEMERINTAH DAERAH 

u 
Cadangan Pangan 

mpan di gudang yang ditetapkan 

ng telah melampaui batas waktu 
galami penurunan mutu dapat 

nana dimaksud pada ayat (1) 

ises dan nilai jual ditetapkan oleh 

angan 

ifungan sisa Cadangan Pangan (1) Setiap akhir bulan dilakukan pengl 
Pemlerintah Daerah. 

(2) Sisa akhir bulan sebagaimana dimaksu 
bulan berikutnya. 

(3) Sisa'akhir tahun menjadi stok awal tahur 

dl 

BAB VII 
PENYALURAN CADANGAN PANG. 

Pasal 10 

| 
(1) Sasaran penyaluran Cadangan Pangan P 

a. masya.rakat dengan keadaan daruraf 
pasca bencana dan pandemi. 

b. x‘nasyarakat yang rawan pangan K 
dengan kondisi stunting karena 
sosial/santunan kepada masyarakat 

c. masyarakat yang mengalami perub: 
beras dan bahan pangan lainnya 

tertentu; ;dan/atau 
6 

pada ayat (1) menjadi stok awal 

berikutnya. 

PEMERINTAH DAERAH 

merintah Daerah terdiri dari: 

yang disebabkan rawan pangan 

nis atau rumah tangga/keluarga 
izi buruk dan kegiatan bantuan 

skin. 

han Gejolak Harga Pangan jenis 
yang signifikan menjelang hari 



(2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerinta 

©] 

“ 

©) 

6) Prosedur dan mekanisme penyaluran Ca 
(1 

d. pasar murah untuk masyarakat me 
berpotenm menimbulkan Gejolak Harga 

pada‘ ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan| 

a. berdasarkan usulan berjenjang dari Ly 

Kota. melalui Sekretaris Daerah, se 
kqadaan darurat dilaksanakan segera 
da]‘rurat) atas perintah Wali Kota; 

b. Wali Kota dapat berperan serta denga 
querinta.h Daerah pada daerah di 
terkena bencana. 

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerin 

pada ayat (1) huruf a dan b diberikan sec 

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerint: 

pada ayat (1) huruf ¢ untuk pengend 
Harga Pangan selama satu minggu, dilak: 

a. dalam hal terjadi Gejolak Harga beras, 
yang menyelenggarakan urusan pe: 

dapat mengajukan penyaluran Cadan 

harga Pangan melalui operasi pasar ke 

Daerah ; 

b. hasfl Penjualan Cadangan Pangan 
dlsetorkan ke kas Daerah sebagai pend 

Penyaluran Cadangan Pangan Pemermup 
ai berikut: pada ayat (1) huruf d dilaksanakan seba; 

a. Perangkat Daerah yang membidangi 

penyaluran Cadangan Pangan guna pi 
Pasar Murah kepada Wali Kota melalul[ 

b. hasfl Penjualan Cadangan Pangan mel3d 
ké Kas Daerah sebagai pendapatan Dal 

sebagaumana tersebut pada ayat 
Operaswnal Prosedur (SOP) yang ditetap! 

d 

njelang hari-hari tertentu yang 
Pangan. 

h Daerah sebagaimana dimaksud 

sebagai berikut: 

rah dan/atau Camat kepada Wali 
angkan untuk penanggulangan 
setelah terjadi bencana (tanggap 

menyalurkan Cadangan Pangan 
seluruh wilayah Indonesia yang 

h Daerah sebagaimana dimaksud 
Ira hibah. 

h Daerah sebagaimana dimaksud 
an gejolak harga dimana Gejolak 

hnakan sebagai berikut: 

flan non beras, Perangkat Daerah 
nerintahan bidang Perdagangan 

gan Pangan guna pengendalian 

pada Wali Kota melalui Sekretaris 

melalui Operasi 

hpatan Daerah. 

h Daerah sebagaimana dimaksud 

Pasar wajib 

Perekonomian dapat mengajukan 
ngendalian harga Pangan melalui 
[Sekretaris Daerah; dan 

1lui Pasar Murah wajib disetorkan 

rah lainnya yang sah. 

angan Pangan Pemerintah Daerah 

dilaksanakan sesuai Standar 
n oleh Dinas. 

BAB VIII 
PENDANAATI 

i 
l Pasal 11 
i 

merintah Darah bersumber dari 
dan/atau sumber lain sesuai 

i 
Pendanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pg 

Anggaran| Pendapatan dan Belanja Daerah 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 



BAB IX 
PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVAL 

Pasal 12 

(1) Se’uap penggunaan Cadangan Pa.ng 
penanggula.nga.n Rawan Pangan Pascl; 

Darurat bantuan Pangan untuk masya 
dllaporkan oleh Kepala Dinas kepada \ 
penggunaan termasuk Kecamatan dan K 
sisa Cadangan Pangan di gudang secara 

atau‘ sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

(2 

dan/ atau sewaktu-waktu apabila dlperlu 

(3) Materi laporan pengelolaan Cadangan PaIJ 

pere:ncanaan, pengadaan, dan penyaluran 

Pasal 13 

(1) Kepala Dinas melakukan pemanta] 
penyelenggaraan dan pengelolaan Cad 

berdasarkan Rencana Pembangunan Jang 

: (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 
(1) dapat dilakukan melalui kerja sama 
lembaga swadaya msyarakat. 

Pasal 14 

Wali Kota melalui Kepala Dinas m 

meliput‘i' 

a. pem1ber1an panduan teknis penyelengg: 
Pangs.n Pemerintah Daerah; 

d 
penyelenggaraan dan pengelolaan Cada.uga.vll 

JASI DA[W PEMBINAAN 

n Pemerintah Daerah untuk 
Bencara dan/atau Keadaan 

akat miskin dan Rawan Pangan 
ali Kota yang memuat jumlah 
lurahan penerima bantuan serta 
eriodik setiap 3 (tiga) bulan sekali 

Wah Kota menyampaikan laporan kepadla. Gubernur tentang pengelolaan 

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sec ara berkala setiap 1 (satu) tahun 

an. 

1gan Pemerintah Daerah meliputi 

han dan evaluasi terhadap 
gan Pangan Pemerintah Daerah 
ka Menenigah Daerah (RPJMD). 

ebagaimana dimaksud pada ayat 
engan perguruan tinggi dan/atau 

lakukan ' pembinaan terhadap 
[Pangan Pemerintah Daerah, yang 

raan dan pengelolaan Cadangan 

cadangan pangan pemerintah 
pkasi, dan koordinasi;dan 

akukan  pembinaan terhadap 
penyelenggaraan dan pengelolaan cadangan pangan di kelurahan, yang 

b. penguatan aparatur dan kelembagaan| 

melalui bimbingan teknis, konsultasi, adJ 

c. strategi pencapaian kinetja. 

| Pasal 15 

| 
Kepala i Dinas bersama Camat me 

meliputi: 

a. pembinaan panduan operasional; 

b. penguatan aparatur dan kelembag 
melalui bimbingan teknis, konsultasi, ady; 

c. penyususnan strategi pencapaian kinerj 

d. kezj:a sama antar kelurahan dengan an, 

cadangan pangan pemerintah 
okasi, dan koordinasi; 

{ dan 

ta masya;ra.kat setempat. 



BAB X 
PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Herita Daerah Kota Baubau. 

Diu 
pad 

SI 

I1de.ngkan di Baubau 

a tanggal, Il 2023 gga Sepoba — = 

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, 7~ PARAF KOORDINABI - §i 

IFRo. T INSTANSYUNIT KERJA § PATSF 1 

1. | %DA, ' fi 

2 | dqetey U i 

f 3 1A PeRAVIaN A 

4 [ togds . foruh £ ' 
TMUNAWAR » s, for A 1%( 

BERITA 

Ditgtapkan di Baubau 
padh tanggal, || &eptaplec 2023 

WALI KOTA BAUBAU, 

DE AHMAD MONIANSE 

 DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR IF€ 


